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Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
implementasi sertifikasi halal melalui skema self declare bagi pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Desa 
Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Latar belakang 
kegiatan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 
Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh produk usaha bersertifikat halal. 
Metode pelaksanaan meliputi survei awal, diskusi kelompok terfokus, 
sosialisasi mengenai konsep halal dan prosedur sertifikasi, pendampingan 
langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan pengajuan sertifikasi halal 
melalui platform SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum 
program dilaksanakan, tidak ada UMKM di Desa Pasanggar yang memiliki 
sertifikat halal. Setelah intervensi selama tiga bulan (September–November 
2023), sebanyak 18 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal. Temuan ini 
menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi melalui diskusi kelompok 
terfokus, sosialisasi, dan pendampingan efektif dalam mempercepat proses 
sertifikasi halal berbasis self declare di kalangan pelaku UMKM. 
 
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, UMKM Makanan, Self Declare, Pemberdayaan 
Ekonomi 
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Abstract: This service aims to improve the understanding and 
implementation of halal certification through a self declare scheme for 
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage 
sector in Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency. The 
background of this activity is based on the mandate of the Job Creation Law 
Number 11 of 2020, which requires all business products to be halal certified. 
The implementation method includes initial surveys, focus group discussions, 
socialization regarding halal concepts and certification procedures, direct 
assistance in creating Business Identification Numbers, and the submission 
of halal certification through the SIHALAL platform. The results indicate that 
before the program was implemented, there were no SMEs in Pasanggar 
Village that had halal certification. After three months of intervention 
(September–November 2023), 18 SMEs successfully obtained halal 
certification. These findings demonstrate that an integrated approach 
through focus group discussions, socialization, and assistance is effective in 
accelerating the self-declaration-based halal certification process among 
SME actors. 
 

Keywords : Halal Certification, Food MSMEs, Self Declare, Economic 
Empowerment 
 
 

 

Pendahuluan 

Madura dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim dan budaya 
keislaman yang kuat (Takdir and Sumbulah 2024). Kondisi ini menjadikannya sebagai daerah 
yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konsumsi makanan dan minuman halal. Untuk 
menjamin kehalalan produk, diperlukan sertifikasi dan pelabelan halal yang menandakan 
bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat dan aman untuk dikonsumsi umat 
Muslim (Handayani et al. 2025). Sertifikasi dan label halal berfungsi untuk membedakan 
produk halal dan non-halal. Logo halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
tertera pada kemasan menjadi penanda bahwa produk tersebut telah terverifikasi 
kehalalannya (Rachman and Khokhar 2023). Pemerintah pun memiliki tanggung jawab 
dalam memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat dapat dikenali status 
kehalalannya secara jelas. 

Untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mendapatkan 
sertifikasi halal, pemerintah memperkenalkan skema self declare (Azarah et al. 2025). 
Skema ini memungkinkan pelaku UMK menyatakan kehalalan produknya sendiri 
berdasarkan pernyataan dan bukti yang memenuhi syarat tertentu, tanpa harus melalui 
mekanisme reguler yang lebih kompleks (Rohman and Sudiro 2023). Kebijakan ini tertuang 
dalam Peraturan Direktur BPJPH No. 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Proses Produk 
Halal bagi UMK (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022). Sebagai bagian dari 
implementasi kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi 
Halal Gratis) pada Maret 2022 yang didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
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Halal (BPJPH) serta pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang ditugaskan untuk 
membimbing pelaku usaha. 

Perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya sektor UMKM, menjadi bagian 
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional (Hidayat et al. 2024). 
Sebagian besar UMKM bergerak di bidang pangan dan produk konsumsi, sehingga 
percepatan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM merupakan langkah strategis dalam 
membangun ekosistem industri halal nasional yang inklusif dan berdaya saing (Sari, 
Noviarita, and Fasa 2024). Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura merupakan salah satu 
wilayah dengan penduduk mayoritas muslim. Potensi industri di kabupaten ini cukup besar, 
lebih dari 510 ribu tenaga kerja pada tahun 2022 terserap di sektor pertanian, manufaktur, 
dan jasa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 2022).

Desa Pasanggar memiliki sedikitnya 18 UMKM aktif yang bergerak di bidang olahan. 
Dari 18 UMKM tersebut belum ada satupun yang bersertifikat halal. Dari kondisi tersebut, 
masyarakat di Desa Pasanggar belom memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat akan 
pentingnya kehalalan suatu produk. Maka dari itu perlu adanya pendampingan kepada 
masyarakat Desa Pasanggar tentang pentingnya sertifikasi halal baik dari kalangan 
produsen maupun konsumen. 

  
Metode Pelaksanaan 

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM di Desa Pasanggar, 
terkait rendahnya pemahaman dan keterlibatan dalam sertifikasi halal, kegiatan 
pengabdian ini dirancang secara sistematis dalam empat tahapan, yaitu: pra-kegiatan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Metode yang digunakan yaitu: Focus Group 
Discussion, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal. Secara rinci, metode 
pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Pra Kegiatan 

Tahapan ini diawali dengan survei lapangan ke 13 dusun di Desa Pasanggar. Survey 
dilakukan untuk mendata jumlah pelaku UMKM aktif, khususnya di sektor makanan dan 
minuman; mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal dan 
sertifikasi halal; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha terkait 
legalitas dan pengurusan sertifikasi. 
2. Pelaksanaan 

Kegiatan inti dibagi ke dalam tiga metode utama: 
a. Focus Group Discussion: Diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk menggali 

lebih dalam persepsi dan hambatan yang dialami pelaku usaha terkait sertifikasi 
halal, sekaligus sebagai ajang identifikasi kebutuhan mereka. 

b. Sosialisasi: Penyampaian materi dilakukan secara luring dengan metode ceramah 
dan presentasi interaktif. Materi sosialisasi mencakup Ketentuan syariat Islam 
terkait Jaminan Produk Halal (JPH), Prinsip penetapan halal oleh MUI, Sistem 
Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Kriteria bahan dan proses produksi yang sesuai 
standar halal. 

c. Pendampingan: Tahap ini berupa bimbingan langsung kepada pelaku UMKM 

mulai dari: Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, Pembuatan 

akun dan pengisian dokumen di laman SIHALAL, dan Validasi bahan baku, dan 
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pengajuan sertifikasi halal melalui skema self declare menggunakan kode fasilitasi 

SEHATI dari BPJPH. 

3. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur peningkatan pemahaman pelaku usaha 

melalui diskusi pasca-sosialisasi, meninjau progres administrasi dalam pengajuan sertifikat 
halal, dan memantau UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal. Evaluasi juga 
melibatkan refleksi dari pendamping PPH dan pelaku usaha untuk menilai efektivitas 
metode yang digunakan.. 
4. Tindak Lanjut 

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian berkomitmen untuk 
menyusun modul panduan sertifikasi halal untuk UMKM; membangun komunikasi 
berkelanjutan dengan pelaku usaha melalui grup WhatsApp atau forum daring; 
menyampaikan laporan hasil pendampingan kepada BPJPH untuk memperoleh dukungan 
fasilitasi lanjutan; dan mendorong pelaku UMKM lain di desa sekitar untuk mengikuti proses 
sertifikasi halal. 

 
Hasil dan Pembahasan 

A. Focus Group Discussion 
Penulis melakukan survey ke tiga belas dusun yang berada di Desa Pasanggar untuk 

mendata pelaku usaha UMKM terutama dalam sektor makanan dan minuman di Desa 
Pasanggar dengan meminta data kepada kepala dusun. Kebanyakan pelaku usaha mikro 
kecil dan menengah di Desa Pasanggar terhitung kurang lebih ada delapan belas pelaku 
usaha. Pelaku usaha mikro kecil membuat produk yang dapat di terima pasar beberapa 
produk pangan yang dihasilkan diantaranya yaitu kue basah, kacang sangrai, kerupuk puli, 
dan keripik singkong.  

Dari kedelapan belas UMKM tersebut tidak ada satu produk pun yang telah 
mendapatkan sertifikat halal. Dalam arti semua produk beredar di masyarakat sekitar 
Pasanggar tanpa ada label halal. Karena kurangnya pengetahuan tentang aturan sertifikasi 
halal dan bahaya yang ditimbulkan akibat tidak memiliki sertifikat halal produk olahan 
pangan yang diperdagangkan. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan 
berkepemilikan Sertifikat Halal pada produk pangan itu tidak terlalu penting. Pelaku usaha 
tidak menyadari aturan yang dilarang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal tidak 
dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Resiko yang akan dialami adalah tidak percayanya 
dalam membeli produk pangan olahan tersebut. 
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Gambar 1. Survey UMKM Desa Pasanggar Pamekasan 
 
Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu 

metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Tidak 
terkecuali pada penelitian keperawatan. Metode ini mengandalkan perolehan data atau 
informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam 
suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan 
permasalahan tertentu. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai upaya untuk 
mempercepat sertifikasi halal di Desa Pasanggar. 

 

 
Gambar 2. Focus Group Discussion 

 
B. Sosialisasi Produk Halal dan Sertifikasi Halal 

Salah satu upaya pemberdayaan dalam pengabdian ini dengan meningkatan 
kemampuan masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi berfungsi untuk menanamkan 
pengetahuan dalam mencapai tujuan kegiatan secara maksimal. Kegiatan sosialisasi 
diselenggarakan oleh tenaga pendamping dari PPH ( Proses Produk Halal) dan dari tim 
abdimas berfungsi sebagai motivator bagi masyarakat yang datang dalam sosialisasi. 
Kegiatan ini secara luring dan diikuti oleh sejumlah kurang lebih 40 orang. Waktu 
pelaksanaan tanggal 1 Desember 2023, dimulai pukul 13.00 sampai selesai.  

 
Gambar 3. Pengisian daftar Hadir 

Pada sosialisasi ini masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana 
prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh UMKM. Penyampaian sosialisasi diawali 
dengan menyampaikan pentingnya pemahaman konsep halal pada produk dan sebagian 
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mahasiswa memberikan brosur sertifikasi halal gratis ( SEHATI) kepada seluruh peserta yang 
hadir dalam sosialisasi tersebut. 

 
Gambar 4. Pembagian Brosur 

Materi yang di jelaskan diantaranya, bahwa produk memerlukan jaminan halal 
karena aturan halal- haram tercantum dalam al- Quran dan hadis, perlu adanya penetapan 
fatwa untuk kasus tertentu dan hukum asal benda mubah selama tidak ada dalil yang 
mengharamkan yang nantinya akan menjadi dasar proses sertifikasi halal. 
Konsep haram pun juga harus dipahami sebelum menentukan makanan apa yang akan 
diproduksi dan atau dikonsumsi. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dilarang menurut 
islam yang tercantum pada surat al- an’am ayat 145. Contoh barang yang dinyatakan 
haramadalah seluruh bagian tubuh babi, bangkai, darah, binatang bertaring, dan alkohol. 
Selain itu, haram juga melekat pada sesuatu yang najis baik berupa najis ringan, sedang dan 
berat. Pelaku usaha sebelum mengajukan diri untuk melakukan sertifikasi halal pada produk 
yang dihasilkan harus memahami bahwa produk yang halal itu bukan hanya dari bahan yang 
halal, melaikan juga menggunakan fasilitas produksi yang bebas dari najis. 

 
Gambar 5. Ketentuan syariat islam terkait JPH 

Proses produk halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan produk meliputi penyedian bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berdasarkan ketentuan setelah tanggal 
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17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa 
penyembelihan, harus bersertifikasi halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi. 

 
Gambar 6. Proses Produk Halal (PPH) 

 

 
Gambar 7. Sosialisasi produk halal dan sertifikasi halal 

C. Pendampingan Sertifikasi Halal 

Pada tahap ini, penulis membantu pelaku usaha mengajukan NIB berbasis risiko, 
meskipun pendampingan proses produksi halal baru dimulai setelah pelaku usaha 
melengkapi “dokumen pernyataan mandiri secara lengkap dan kemudian menyerahkannya 
ke situs halal.  

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengolahan 
NIB akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 hingga penerbitan NIB pada tanggal 1 
Maret 2023. Aspek penting dalam proses penerapan NIB berbasis risiko adalah analisis 
kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk. mematuhi peraturan 
yang berlaku saat ini yaitu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 
2020 (BPS RI, 2020). 
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Gambar 8. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal 

 

Gambar 9. NIB dan KBLI pendampingan proses produk halal  

Setelah UMK binaan memiliki NIB, proses selanjutnya adalah pembuatan akun 
website SIHALAL dengan menggunakan email yang sama dengan akun pada website OSS. 
Pendamping PPH memfasilitasi kelengkapan pengisian dokumen Sistem Jaminan Halal self 
declare untuk selanjutnya diunggah ke SIHALAL. Untuk keperluan pendaftaran sertifikasi 
halal self declare, digunakan kode fasilitasi SEHATI yang diterbitkan oleh BPJPH. Secara 
umum, pengajuan sertifikasi halal self declare lebih mudah dari pada pengajuan sertifikasi 
halal reguler (Jamil and Ariswanto 2025). Hal ini dikarenakan penggunaan bahan baku yang 
dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana. Pada menu ini, pelaku usaha 
mendaftar akun dengan memilih type of user ‘’pelaku usaha/business actor/importer’’. 
Setelah memilih akun, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi profil diri dan profil 
bisnisnya. 
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Gambar 10. Web SIHALAL 

 

Gambar 11. Profil diri dan profil bisnis 

Setelah profil diri dan profil bisnis dilengkapi dan disimpan, langkah selanjutnya 
adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memilih menu ‘’sertifikasi’’ 
kemudian memilih ‘’pengajuan self declare’’, selanjutnya pelaku usaha diwajibkan untuk 
melengkapi semua dokumen syarat administratif ‘’self declare’’. Pada tahapan ini, pelaku 
usaha didampingi untuk melengkapi semua dokumen administrasi yang dipersyaratkan di 
dalam sistem. 

 

Gambar 12. Kelengkapan Dokumen Administrasi 

Dari 4 bagian dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang terlihat pada 
gambar 11, bagian keempat adalah bagian paling penting yang harus diisi dengan benar. 
Bagian ini diisi dengan informasi semua bahan baku yang digunakan dalam memproduksi 
suatu produk. Setiap bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikat halal kecuali 
bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan bersertifikat halal (Bima, Alim, and Adnan 
2025). Nomor sertifikat halal bahan baku yang digunakan dapat ditelusuri di halaman 
LPPOM-MUI. Setelah semua bagian dokumen dilengkapi, pelaku usaha akan diminta untuk 
menyetujui dokumen “pernyataan pelaku usaha” sebagai bentuk pertanggungjawaban 
dalam pengajuan produk halal dengan skema “self declare”. Setelah menyetujui pernyataan 
ini, pelaku usaha kemudian meminta pendamping untuk memvalidasi dan memverifikasi 
semua bahan baku produk yang telah diajukan. 
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Gambar 13. Pernyataan pelaku usaha (self declare) verifikasi dan validasi pendamping 

Tugas utama pendamping proses produk halal adalah memastikan bahwa semua 
dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku terutama bahan baku produk yang digunakan untuk memproduksi suatu produk 
sudah memenuhi semua kriteria produk halal. 

 

Gambar 14. Bahan Baku produk yang diverifikasi dan divalidasi Penerbitan Sertifikat Halal 
Produk  

 

Gambar 15. Penerbitan sertifikasi halal produk 
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Berdasarkan peraturan yang berlaku, sertifikat halal suatu produk akan diterbitkan 
oleh BPJPH paling lama 12 hari kerja terhitung setelah dokumen pengajuan divalidasi oleh 
pendamping PPH dan diajukan oleh pelaku usaha melalui SIHALAL (Aminah and Mahmudah 
2024). Namun pada praktiknya, dalam pendampingan pelaku usaha ini, sertifikat halal 
produk yang diajukan mitra yang didampingi baru ditetapkan dan diterbitkan oleh BPJPH 
pada bulan Desember 2023 semenjak pertama kali diajukan pada tanggal 30 Oktober 2023. 
Walaupun capaian sertifikasi halal masih terbatas, kegiatan ini menjadi pijakan awal dalam 
membangun pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi 
kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mengapresiasi pendampingan yang 
diberikan. Berikut ini adalah ringkasan capaian kegiatan: 

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kegiatan 
No Indikator Capaian Hasil Capaian 

1 Jumlah pelaku UMKM di Desa 
Pasanggar 

18 UMKM 

2 Jenis produk UMKM Kue basah, kacang sangrai, kerupuk puli, keripik singkong 

3 Jumlah peserta sosialisasi ±40 orang 

4 Jumlah pelaku usaha yang 
selesai proses self declare 

1 orang (Sumyatun – dalam proses penerbitan) 

5 Jumlah pelaku usaha yang 
selesai pengajuan sertifikat 
halal produk 

1 orang (Faridah – sertifikat telah terbit) 

Meskipun jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal masih sedikit, 
kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku usaha dalam 
mempersiapkan sertifikasi halal. Ke depan, proses pendampingan lanjutan sangat 
diperlukan agar lebih banyak pelaku usaha di Desa Pasanggar yang dapat memenuhi syarat 
dan mengakses fasilitas sertifikasi halal secara mandiri. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM 

di Desa Pasanggar, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem self declare mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, 

terutama bagi usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi persyaratan administratif 
seperti memiliki NIB dan menggunakan bahan serta proses produksi yang halal. 

2. Kepemilikan NIB menjadi syarat mutlak, sehingga peran pendamping sangat penting 
dalam memastikan pelaku usaha memiliki NIB sebelum memulai proses pengajuan 
sertifikasi halal. 

3. Waktu penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH tidak selalu sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan (maksimal 12 hari kerja), karena 
terbatasnya jumlah pejabat BPJPH dan Komite Fatwa MUI yang menangani verifikasi 
dan penetapan sertifikasi halal. 

4. Meskipun terjadi keterlambatan, BPJPH tetap menerbitkan sertifikat halal bagi produk 
yang telah memenuhi semua kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku 
usaha dalam mengikuti proses sertifikasi halal dan memperbaiki tata kelola usaha 
mereka agar sesuai dengan regulasi halal nasional. 

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar BPJPH dapat meningkatkan 
kapasitas pelayanan dengan menambah jumlah petugas verifikasi dan mempercepat proses 
penerbitan sertifikat halal, khususnya pada skema self declare yang banyak diminati pelaku 
usaha mikro dan kecil. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam 
memfasilitasi pelaku UMKM, terutama dalam hal pengurusan legalitas awal seperti NIB, 
serta menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi dan 
pendampingan halal. Pelaku UMKM juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengikuti 
program pembinaan, memahami prosedur sertifikasi halal, serta memastikan bahwa bahan 
baku dan proses produksi yang digunakan sesuai dengan ketentuan halal. Sementara itu, 
kalangan akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berkontribusi melalui 
program pengabdian masyarakat dan riset terapan yang mendukung pelaksanaan sertifikasi 
halal, sekaligus menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem halal yang 
berkelanjutan di tingkat lokal. 
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